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pemerintah desa, pemangku Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi yang
kepentingan, pengelolaan melibatkan masyarakat, LSM, sektor swasta, dan
APBDesa, studi pustaka. pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi

sumber daya, transparansi pengelolaan anggaran,
serta kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan
seperti keterbatasan kapasitas pemerintah desa,
kurangnya koordinasi, dan lemahnya pengawasan
masih menjadi kendala utama. Untuk mengatasi
tantangan ini, solusi seperti pelatihan teknis,
penguatan sistem komunikasi, dan pembentukan
pengawasan independen diusulkan sebagai langkah
strategis. Dengan demikian, kolaborasi yang efektif
diharapkan dapat mendukung pengelolaan APBDesa
yang lebih baik, mendorong pembangunan desa yang
inklusif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan elemen
penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Oktaviani et al., 2024).
Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan
kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Namun, untuk
mencapai pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kolaborasi dengan berbagai
pemangku kepentingan menjadi suatu keharusan. Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah desa
mendapatkan dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program
pembangunan(Noviani et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan desa, pemangku kepentingan meliputi masyarakat desa,
lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, pemerintah daerah, serta lembaga
keuangan(Rahman et al., 2023). Masing-masing pihak memiliki peran strategis dalam
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menciptakan sinergi yang mendukung pengelolaan APBDesa secara optimal. Sebagai contoh,
masyarakat desa berperan dalam memberikan masukan terkait kebutuhan pembangunan,
sementara LSM dapat berfungsi sebagai pengawas independen. Di sisi lain, sektor swasta
berpotensi memberikan investasi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur desa(Lasaiba,
2023).

Sayangnya, pengelolaan APBDesa masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait
kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan (Asmawati & Basuki,
2019). Banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara
pemerintah desa dan pemangku kepentingan sering kali menyebabkan miskomunikasi dan
konflik kepentingan yang menghambat pelaksanaan program.

Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan yang sering kali
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dalam beberapa kasus, rendahnya
tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa juga menjadi
faktor penghambat pengelolaan yang transparan dan akuntabel (Mada et al., 2017). Padahal,
partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki terhadap program
pembangunan desa. Namun, tantangan ini tidak serta-merta menghilangkan peluang untuk
menciptakan pengelolaan APBDesa yang lebih baik. Beberapa studi menunjukkan bahwa
pelatihan teknis, penguatan kapasitas komunikasi, dan pembentukan mekanisme pengawasan
yang melibatkan masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif (Luli et al., 2024). Pendekatan ini
tidak hanya meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran, tetapi juga
memperkuat hubungan kepercayaan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi yang baik memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
APBDesa (Budiman & Jumansyah, 2020). Dengan melibatkan berbagai pihak, proses
pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif, sehingga alokasi anggaran dapat mencerminkan
kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan
dapat membuka akses terhadap sumber daya tambahan yang mendukung percepatan
pembangunan desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memprioritaskan
pembangunan mekanisme kolaborasi yang efektif. Prinsip-prinsip dasar seperti transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi harus menjadi landasan dalam setiap tahap pengelolaan APBDesa
(Hendrawati & Pramudianti, 2020). Selain itu, penguatan regulasi yang mendukung sinergi antara
pemerintah desa dan pemangku kepentingan perlu terus dilakukan untuk menciptakan kerangka
kerja yang lebih jelas.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa
dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan APBDesa (Enggraini et al., 2020). Berdasarkan
studi pustaka, artikel ini akan menguraikan tantangan utama dalam membangun kolaborasi
tersebut dan menawarkan solusi strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran desa.
Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan
pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan pengelolaan APBDesa yang lebih efektif dan
berkelanjutan

LANDASAN TEORI
Teori Kolaborasi

Kolaborasi merujuk pada sebuah proses kerja sama antara berbagai pihak yang berinteraksi
untuk mencapai tujuan bersama yang lebih kompleks daripada yang dapat dicapai secara
individu(Muktamar et al., 2024). Kolaborasi seringkali diperlukan ketika tantangan yang dihadapi
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bersifat multidimensional, sehingga memerlukan penanganan dari berbagai disiplin ilmu dan

perspektif. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kolaborasi antar pemangku kepentingan

menjadi penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Kolaborasi tidak hanya sekedar bekerja bersama, tetapi juga melibatkan

elemen-elemen kunci seperti kepercayaan, komitmen, dan komunikasi yang efektif antara pihak-
pihak yang terlibat (Indriasari, 2024).

Kepercayaan menjadi pondasi utama dalam kolaborasi, karena tanpa adanya rasa saling
percaya, kerja sama antar pihak tidak akan berjalan optimal (Aneta & Tohopi, 2024). Komitmen
juga memiliki peran penting, di mana setiap pihak harus memiliki kesepakatan untuk
berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, komunikasi yang jelas
dan terbuka menjadi kunci dalam memastikan bahwa informasi yang diperlukan dapat disalurkan
dengan baik antara berbagai pihak, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan
miskomunikasi (Prasetyo et al., 2024).

Pada tingkat praktis, kolaborasi dalam pengelolaan keuangan desa memungkinkan adanya
integrasi berbagai sumber daya, baik dari sektor pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta.
Model kolaborasi yang efektif dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif
dan berbasis pada konsensus, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil yang dicapai
(Choirulsyah & Azhar, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik kolaborasi
dalam konteks pengelolaan keuangan desa, terutama dalam menciptakan sinergi antar berbagai
pemangku kepentingan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa, yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa), mencakup serangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
hingga evaluasi (Kawatu et al., 2024). Dalam setiap tahapannya, pengelolaan keuangan desa
harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Dewi,
2024). Transparansi diperlukan agar seluruh proses pengelolaan anggaran desa dapat diakses dan
dipahami oleh masyarakat, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa
anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa (Lazar et
al., 2024).

Akuntabilitas juga merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa, karena
setiap pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut
(Sulistyowati et al., 2024). Dalam prakteknya, akuntabilitas ini bisa diwujudkan dalam bentuk
laporan keuangan yang jelas dan terperinci, yang dapat diawasi oleh masyarakat dan lembaga
terkait. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan pengelolaan yang
baik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Lathifah
et al., 2024a).

Selain itu, pengelolaan keuangan desa yang baik juga harus dilandasi oleh perencanaan
yang matang dan realistis (Lathifah et al., 2024b). Setiap desa memiliki kondisi yang berbeda-
beda, sehingga pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal.
Oleh karena itu, penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan
anggaran agar setiap kebutuhan dan prioritas dapat tercakup secara menyeluruh.

Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari berbagai pihak, mulai
dari masyarakat desa itu sendiri, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, pemerintah
daerah, hingga lembaga keuangan (Singandaru et al., 2024). Masing-masing pemangku
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kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses pengelolaan
keuangan desa. Masyarakat desa sebagai penerima manfaat langsung harus terlibat dalam setiap
tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat
dalam hal ini tidak hanya sebatas sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pemberi
masukan yang konstruktif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dengan
kebutuhan mereka (Sumarni et al., 2024).

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali berperan sebagai fasilitator yang
menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak lainnya (Stephanus Pelor,
2018). LSM dapat membantu dalam proses pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat
mengenai pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka juga
dapat berperan dalam mengawasi jalannya program dan memastikan bahwa pelaksanaan
anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sektor swasta, di sisi lain, dapat memberikan dukungan berupa dana atau fasilitas yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan program-program pembangunan desa. Kolaborasi dengan sektor
swasta juga membuka peluang bagi desa untuk mengakses inovasi dan teknologi baru yang dapat
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan (Harini et al., 2023). Pemerintah daerah
memegang peran penting dalam memberikan regulasi dan arahan yang tepat, serta memastikan
bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Lembaga
keuangan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, terutama dalam menyediakan
fasilitas pendanaan yang dibutuhkan oleh desa untuk melaksanakan program-program
pembangunan (Sedyastuti, 2018). Dalam banyak kasus, kolaborasi antara desa dan lembaga
keuangan ini bisa mengarah pada pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan, di mana
desa dapat mengakses pembiayaan dengan bunga rendah atau fasilitas pinjaman yang sesuai
dengan kemampuan anggaran desa.

Sinergi antara Pemangku Kepentingan

Sinergi antara pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam menciptakan
pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien (Handraini et al., 2024). Setiap pihak yang
terlibat dalam proses ini memiliki keahlian dan sumber daya yang berbeda-beda, sehingga
kerjasama antar mereka dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan tepat sasaran.
Kolaborasi yang terjalin dengan baik memungkinkan terciptanya kebijakan yang relevan dan
program-program yang lebih terarah, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan secara
optimal (Aneta & Tohopi, 2024).

Pentingnya sinergi ini juga dapat dilihat dari kebutuhan untuk menciptakan koordinasi yang
baik antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait lainnya
(Aneta & Tohopi, 2024). Tanpa adanya koordinasi yang baik, pengelolaan keuangan desa
berisiko mengalami tumpang tindih atau bahkan ketidaksesuaian dengan kebijakan yang lebih
luas. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intensif antara semua pihak
sangat diperlukan.

Dengan sinergi yang terjalin dengan baik, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih
transparan, akuntabel, dan partisipatif (Aneta & Tohopi, 2024). Masyarakat desa dapat merasa
lebih terlibat dan memiliki kontrol terhadap anggaran yang ada, sementara pemerintah dan
lembaga lainnya dapat memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN
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Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami
fenomena sosial atau perilaku manusia dengan mengkaji data non-numerik yang diperoleh dari
berbagai sumber literatur. Menggunakan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini
melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik,
buku, laporan kebijakan, dan regulasi pemerintah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
1. Pengumpulan Data: Mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan
topik penelitian.
2. Reduksi Data: Menyederhanakan dan mengorganisir data yang diperoleh untuk
memudahkan analisis lebih lanjut.
3. Display Data: Menyusun data dalam bentuk matriks, diagram, atau tabel untuk
memvisualisasikan temuan.
4. Kesimpulan dan Verifikasi: Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan
memverifikasinya dengan literatur yang sudah ada.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pentingnya Kolaborasi
Kajian pustaka menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak memiliki manfaat yang
signifikan dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan
transparansi. Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, dapat memperkuat mekanisme
pengawasan terhadap penggunaan dana desa (Doorson et al., 2024). Dengan adanya pengawasan
yang melibatkan banyak pihak, penggunaan dana dapat lebih terkontrol dan mencegah terjadinya
penyalahgunaan atau korupsi. Transparansi dalam kolaborasi tercapai apabila komunikasi terbuka
dan informasi dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat (Mentari & Mutaqi, 2024). Hal ini
memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi dan
penggunaan anggaran desa.

Selain itu, kolaborasi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan
sumber daya. Ketika berbagai pihak bekerja sama, mereka dapat saling berbagi sumber daya,
baik berupa dana, keterampilan, maupun infrastruktur (Rahmawati et al., 2024). Kerja sama antar
pihak ini dapat mempercepat implementasi program-program pembangunan desa, karena masing-
masing pihak dapat berkontribusi dengan keahlian dan sumber daya yang dimilikinya. Misalnya,
sektor swasta dapat menyediakan teknologi atau fasilitas yang diperlukan, sementara pemerintah
daerah bisa memberikan regulasi yang mendukung pelaksanaan program (Ayu et al., 2024).
Efisiensi ini berdampak pada penghematan waktu dan biaya yang diperlukan untuk mencapai
tujuan pembangunan desa.

Kepercayaan masyarakat juga menjadi salah satu keuntungan dari kolaborasi yang baik.
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa, mulai dari
perencanaan hingga evaluasi, dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek-
proyek yang dijalankan (Arifian & Djasuli, 2024). Kepercayaan ini penting, karena dengan
adanya rasa memiliki, masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dan mengawasi
jalannya program, sehingga kualitas program tersebut dapat terjaga dan keberlanjutannya lebih
terjamin.

2. Tantangan dalam Kolaborasi

Meskipun kolaborasi memberikan banyak manfaat, tidak dapat dipungkiri bahwa ada
berbagai tantangan yang perlu dihadapi untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif dalam
pengelolaan keuangan desa (Ndraha et al., 2024). Salah satu tantangan utama adalah kapasitas
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pemerintah desa yang terbatas. Banyak pemerintah desa yang masih memiliki pengetahuan dan
keterampilan teknis yang terbatas dalam mengelola anggaran desa dengan baik. Hal ini dapat
menghambat pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas pemerintah
desa sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal
perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana
desa (Wulaningsih & Asriati, 2024).

Koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi
tantangan besar. Perbedaan kepentingan dan prioritas antar berbagai pemangku kepentingan
sering kali menghambat sinergi yang diharapkan (Mursalin & Natsir, 2024). Misalnya,
pemerintah desa mungkin lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara masyarakat
atau LSM mungkin lebih mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau Kesehatan
(Maharani & Kholifah, 2024). Perbedaan ini dapat menyebabkan ketegangan dan mempersulit
proses pengambilan keputusan. Sehingga, untuk menciptakan kolaborasi yang efektif, dibutuhkan
kemampuan untuk menyatukan visi dan misi yang berbeda, serta untuk menegosiasikan prioritas
yang paling mendesak bagi desa.

Tantangan lain yang sering dihadapi dalam kolaborasi adalah pengawasan yang lemah.
Ketidakmampuan dalam mengontrol penggunaan dana desa secara efektif dapat menyebabkan
kebocoran anggaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan program (Saragih, 2024).
Pengawasan yang lemah sering kali terjadi karena kurangnya kapasitas sumber daya manusia
yang memiliki keterampilan untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana secara tepat.
Hal ini dapat mempengaruhi kualitas program yang dijalankan, bahkan berisiko memperburuk
masalah ekonomi desa jika dana tidak digunakan secara optimal (Rahmatullah et al., 2024).

3. Solusi untuk Meningkatkan Kolaborasi

Berdasarkan kajian literatur yang ada, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan

untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah
peningkatan kapasitas pemerintah desa. Pelatihan teknis bagi perangkat desa sangat diperlukan
untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola anggaran desa(Rusli et al., 2024).
Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam perencanaan dan pengelolaan
keuangan, tetapi juga dalam hal komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sebagai
contoh, pemerintah desa dapat diberikan pelatihan mengenai cara menggunakan aplikasi atau
sistem informasi manajemen keuangan yang lebih efisien, serta cara untuk menyusun laporan
keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Hadisantoso et al., 2024).
Selain itu, penguatan komunikasi juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan
kolaborasi antar pihak. Pembangunan sistem informasi yang transparan dapat membantu
memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa memiliki akses
yang sama terhadap informasi yang diperlukan. Sistem informasi yang baik akan memfasilitasi
aliran informasi yang cepat dan jelas, baik dalam hal penganggaran, pelaksanaan, maupun
evaluasi program (Wirawan et al., 2024). Hal ini juga akan mempercepat proses pengambilan
keputusan, karena semua pemangku kepentingan dapat memperoleh data yang relevan dan akurat
dengan mudah. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan
desa sangat diperlukan untuk mendukung transparansi dan efisiensi (Susano & Rachmawati,
2024).

Salah satu solusi yang penting untuk meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan
keuangan desa adalah dengan membentuk kelompok pengawas yang melibatkan masyarakat
(Saputra et al., 2024). Kelompok pengawas ini dapat terdiri dari perwakilan masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, serta pihak independen lainnya yang memiliki kompetensi dalam
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mengawasi penggunaan dana. Pengawasan yang melibatkan masyarakat akan menciptakan rasa
tanggung jawab bersama terhadap penggunaan dana desa, sehingga memperkecil kemungkinan
terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran anggaran (Rumbayan, 2024). Selain itu, masyarakat
yang terlibat dalam pengawasan akan merasa lebih memiliki kontrol terhadap keputusan yang
diambil dan lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan program-program yang ada.
Untuk mengoptimalkan kolaborasi, perlu adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak
untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah desa, masyarakat, LSM, sektor
swasta, dan lembaga keuangan harus saling mendukung dan berkoordinasi dalam merumuskan
kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Krisno, 2024). Hal ini dapat dilakukan
dengan mengadakan forum komunikasi yang rutin dan terbuka, di mana semua pihak dapat saling
bertukar informasi, memberikan masukan, dan merumuskan solusi terhadap masalah yang
dihadapi. Dengan cara ini, kolaborasi akan berjalan lebih efektif dan menghasilkan kebijakan
serta program yang lebih sesuai dengan kebutuhan desa (Nisrina & Oktavia, 2024). Pengelolaan
keuangan desa yang efektif memerlukan kolaborasi yang solid antara berbagai pemangku
kepentingan. Melalui kolaborasi yang baik, transparansi, efisiensi, dan pengawasan yang ketat
dapat tercapai (Julianti, 2024). Meskipun terdapat berbagai tantangan, langkah-langkah seperti
peningkatan kapasitas, penguatan komunikasi, dan pembentukan kelompok pengawas dapat
menjadi solusi untuk meningkatkan kolaborasi dan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.
Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin dengan baik akan membawa dampak positif bagi
pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat(Ikhsan et al., 2024).

KESIMPULAN

Refleksi teoritis dalam penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi dalam
pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan
berkelanjutan (Fadhlillah et al., 2024). Kolaborasi yang baik terbukti mampu meningkatkan
transparansi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat rasa memiliki masyarakat
terhadap proyek pembangunan desa. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan desa
sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan
kolaboratif yang produktif antara berbagai pihak (Rahmi et al., 2024). Tantangan utama yang
dihadapi adalah terbatasnya kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan
pengawasan yang kurang efektif. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas perangkat desa melalui
pelatihan teknis menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pemerintah desa memiliki
kemampuan untuk mengelola anggaran dengan transparansi dan akuntabilitas (Dako et al., 2024).
Selain itu, tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan yang berbeda kepentingan perlu
diatasi melalui penguatan komunikasi dan penyusunan kesepakatan bersama mengenai prioritas
pembangunan yang harus diutamakan.

Berdasarkan temuan dan refleksi teoritis di atas, beberapa rekomendasi dapat diberikan
untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa melalui kolaborasi yang lebih baik. Peningkatan
Kapasitas Pemerintah Desa melalui pelatihan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran,
penggunaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan, serta keterampilan komunikasi
untuk memfasilitasi kolaborasi antar pihak. Pelatihan ini juga sebaiknya mencakup aspek
perencanaan yang berbasis data, agar keputusan yang diambil lebih tepat sasaran dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan yakni
Pembangunan sistem informasi yang transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat
menjadi sangat penting. Sistem ini akan mempermudah aliran informasi yang cepat dan jelas,
serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data yang akurat.
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Pengawasan yang Lebih Kuat melalui pembentukan kelompok pengawas yang melibatkan
masyarakat dan pihak independen merupakan langkah penting untuk meningkatkan pengawasan
terhadap penggunaan dana desa. Kelompok pengawas ini dapat melakukan audit atau evaluasi
secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah
disepakati bersama. Penguatan Koordinasi Antar Pihak dengan membangun forum komunikasi
yang rutin antar pemangku kepentingan adalah cara yang efektif untuk menciptakan sinergi dan
mengatasi perbedaan kepentingan. Forum ini bisa menjadi wadah untuk mendiskusikan masalah
yang dihadapi dan mencari solusi bersama, yang pada akhirnya akan memperkuat kerja sama dan
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai
dampak kolaborasi antar pemangku kepentingan terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa
yang spesifik. Penelitian lebih lanjut juga bisa mengeksplorasi model-model kolaborasi yang
diterapkan di berbagai desa dengan karakteristik yang berbeda untuk melihat faktor-faktor kunci
yang mendukung keberhasilan kolaborasi tersebut. Selain itu, penelitian yang lebih fokus pada
evaluasi efektivitas pelatihan kapasitas pemerintah desa serta peran teknologi informasi dalam
memperbaiki pengelolaan keuangan desa akan memberikan wawasan tambahan yang berguna
untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Penelitian yang mengkaji pengaruh keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan dana desa juga sangat relevan untuk melihat sejauh mana
partisipasi masyarakat dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
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